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Dalam rangka mengetahui posisi Indonesia dalam peta ekosistem dunia, terutama dalam 

bidang ekosistem Islam, maka kita perlu melihat dari berbagas aspek, seperti keuangan Islam, 

fashion, Kosmetik, Travel, dan makana halal. Tulisan ini akan mengacu pada data yang 

dipubikasikan oleh Thomson Reuters, yakni  Annual Report on State of the Global Islamic 

Economy Report.  

Pada kertas kerja ini, kami resume perkembangan ekosistem Islam dunia sejak tahun 2014 – 

2018 dalam bentuk cuplikan dalam laporan tahunan oleh Thomson Reuters.  

1. The State of Global Islamic Economy Report 2014/2015 
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2. The State of the Global Economy Report 2015/2016 
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3. The State of Global Economy Report 2016/2017 
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4. The State of the Global Economy Report 2017/2018 
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5. The State of Global Economy Report 2018/2019 
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Kesimpulan 

Berdasarkan laporan ekosistem di atas, nampaknya Indonesia masih belum dalam pusaran 

negara dengan pangsa pasar yang kompetitif. Dengan demikian, diperlukan beberapa strategi 

untuk memperkuat ekosistem yang ada. Penguatan ini dapat berupa: 

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi  SDM di tingkat akademisi (Dosen dan 

mahasiswa), SDM di pelaku industri keuangan Syariah, dan SDM di regulator. Hal ini 

diharapkan ada integrasi penyiapan dan penyaluran SDM yang berkualitas dan mendukung 

daya saing Indonesia.  

2. Penguatan kebijakan pengembangan ekosistem berbasis data (penelitian). Pengembangan 

pusat-pusat penelitian di perguruan tinggi dengan sistem kluster. Kluster ini dapat mengacu 

pada sub-ekosistem Islam, seperti pusat halal, pusat keuangan Syariah. Pusat-pusat ini 

menjadi inkubator dalam perumusan kebijakan pemerintah kaitannya dengan penguatan dan 

pengembangan ekosistem islam.  

3. Penguatan Legal, dan tata kelola. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan peran lembaga 

fatwa Indonesia dan regulasi kaitannya dalam pengembangan ekosistemnya. Adanya KNKS 

bisa menjadi koordinator dalam harmonisasi peran legal dan tata kelola penguatan ekosistem 

ini.    

4. Penguatan Kolaborasi Internasional. Pengembangan ekosistem terkait erat dengan cross 

border transaction dan legal system serta mobilitas barang dan jasa. Dengan demikian, 

sinergi lintas negara akan memudahkan untuk menyelesaikan segala permasalahan dan 

akhirnya mampu bersama-sama mendorong market shares ekosistem terkait.  

Akhirnya, upaya Indonesia menjadi Kiblat Baru ekosistem Islam dunia terbuka luas mengingat 

potensi baik SDM, industri, dan regulasi yang kondusif. Akan tetapi, peluang itu kurang bisa 

termaksimalkan bilamana masterplan berisi strategi pencapaian dan penguatan ekosistem 

belum matang. Adanya masterplan ini menjadi referensi semua pihak dalam bersama-sama 

mendukung secara terdesign dan terukur menjadi Kiblat Baru Ekosistem Islam Dunia.     


